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Abstract; Poverty is one of the problems which often shadowing the growth of city.
Integration the city toward global economic system, has stimulated economic growth and
prosperity for urban citizen, However, global economic system intrusion inte the urban
live hus created “the losers™ within contestation process. Jakarla has a history as a Gigantic
Kampung which developed by the people. A most of that people invilved in informal
ceonomic activilies, subsistence and dark economy. Those aotivities had become a
foundation for the majority and for the city cconomic growth,

For urban poverty alleviation, the governmenl

oftenly use an intervention strategy with

such cmpowerment programs. There are SOME EMPOWETMENt Programs which has been
implemented such as 1PS. P2EP. PDM-KE and PPME. Those programs has an ideal

purposes [or helping the poar. But, the result is only an expensive social arcessones with
o minimum outeomes. We necd (o shift our paradigm from conventional approach to a new
approach which rooted to the context. We also need more people centered development

empowernan approach, based on social realitie
a5 aotor, and sovernment as facililator. Thus,

aq context, pmbracing grassrool communities
for a long periods, the poverty alleyiation

st be able w facilitate the poor with some policies: land property right, househalds and
communities economic cmpowerment and ereates political chanelling for them,
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Pendahuluan

Jakarta merupakan “jantung”
masyarakat Indonesia {ransisi menuju era
the end of post-colonial Asia Tenggara
abad ke-21. Ciri dari masyarakat masa
datang di atas adalah berkembangnya
sistem politik demokrasi, integrasi ke
dalam sistem ekonomi pusar; dan
menguatnya peranan masyarakat sipil
(civil society). Ketiga indikator ideal di
atas menyiratkan signifi kansi paripurna
peranan masyarakal dibidang politik,
ckonomi, maupun sosial. Tampaknya.
pergeseran “hesar” ini bersifat
“mavoidable” sehagai ikutan globalisasi
dan perubahan konteks susio-politik
nasional, Dalam rangka menyongzsong cra
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di atas, Jakarta perlu melakukan langkah
pemberdayaan dengan orientasi pada tiga
agenda besar di atas.

Pemberdayian masyarakal me-
rupakan salah satu priorilas utama.
Masyarakat Jakarta perlu dipersiapkan
agar mampu menciptakan tata nilai,
perilaku, dan arena demokrasi.
Sementara itu, Secara ckonomi,
masyarakat Jakarta dapal menikmati
kiprah di tataran rumah tangga,
komunitas, maupun sistemik di tengah
heroperasinya mekanisme gkonomi pasar.
Demikian pula, secara sosialia terhimpun
dalam aneka ragam asosiasi lokal sebagai
ujung tombitk kehidupan multi-kultur
yang produktit.

Pemberdayaan masyarakal Jakaria
banyak mengalami kem ajuan jika dilihat
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jawh ke belakang. Pada tahun awal 1980-
an, konsep pemberdayaun masyarakat
diterima dengan syak wasangka
pemerintah pusal dan daerah, la dilihat
sebagai “ancaman” terhacdap kemapan-
an pendekatan Keamanan yang bersifal
lisik, mudah, dan kurang cerdas. Pada
awal 1990-an, tekanan™ dari lembaga-
lembaga eksternal dan, untuk tingkatan
tertentu, internal “mengarahkan pe-
merintah untuk lebih serius mengadopsi
konsep tersebul. Namun, wujud konsep
dan implementasi bersifat “hibrid”,
distortf, serta tuna “ruh”.

Permasalahan

Memasuki abad ke-21, semangal
pemberdayvaan masyarakat telah
merasuki birokrasi, praktisi sosial, bahkan
kelompok masyarakat lokal itu sendiri.
Hawa segar ini dibarengi perkembangan
metode yang kreatif, namun mandul
tataran strategis. Hal ini tampaknya
bertaliun dengan “ketertinggalan” horison
filosofis dan teoritis.

Metode community development
serta turunan inovatifnya yang lebih
menckankan fokus pada “orang”,
partisipatoris, serta nilai dan teknologi
lokal: kehilangan ketajaman dalam
menciptakan perubahan. la tenggelam
dalam lautan ekonomi-politik yang secara
sisternik memandulkan setiap langkah
stimulasi dan intervensi, Kembali di
tataran hasil pemberdayaan masyarakal,
dilakukan oleh siapa pun, menjadi
asesoris sosial yang mahal dengan hasil
minimal.

Bagaimanakah strategl pember-
dayaan masyarakat Jakarta yang relevan
dikembangkan dengan berpijak dari
realitas sosial masyarakainya? Kondisi-
kondisi apakah vang perlu ditimbang

sertakan dalam upaya pemberdayaan
tersebut? Tulisan ini akan berupaya
menelisik masalah tersebut dengan
merekatkan diri pada pemahaman akian
Jakarta sebagai sebuah realitas sosial
sebuah kampung besar, tempat ber-
himpunnya masyarakal dengan ancka
ragam basis identitas sosial, status sosial
ekonomi, mata pencaharian, locns sosial,
dalam kerangka perkembangan sistem
perekonomian kapitalisme yang menerpa.
Tulisan ini juga akan mengupas diskus
seputar perkembangan kota din masalah
sosial Jakarta. Kajian kritis mengenai
perkembangan Jakarta akan dilakukan
secara “long-duree”. Hal ini berangkat dari
cara pandang bahwa perkembangan kola
mempunyai  sisi  confinuity dan
discontinuity. Sisi pertama lebih
menggambarkan keberlanjutan dari pola-
pola perkembang-an kota. Sedangkan sisi
kedua lebih bertalian dengan aspek tipikal
yang muncul atau tenggelam dari setiap
periode yang diamati. Pembahasan
mengenai masalah sosial kota Jakarta
akan dibatasi pada topik masalah
kemiskinan dan strategi pemberdayaan
masyarakat Jakarta. Dalam pembahasun
dikemukakan fukta, analisis dan evaluasi,
serti solusi di masa datang,

Pembahasan
1. Memahami Realitas Sosial
“Kampung” Jakarta

Banyak survey memperlihatkan
bahwa kebanyakan penduduk JTakarta
adalah pendatang (70 persen). Mereka
tinggal di kampung-kampung (Evers dan
Korff, 2000). Istilah kampung di sini
merujuk pada apa yang dikatakan
Krausse (1975) sebagai permukiman
penduduk berpenghasilan rendah.
Kampung i Jakarta dapat dibagi tiga:
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i1y kanmpung tva dalam kota; (2)
Lumpung kawasan transisi; dan (3)
bimpung pinggiran kota, Kawasan
fevukhiv  ini meropakan  area
b petnuk iman padat penduduk (Jelinek,
(001 Korff, 1996). Kebanyakan
ponicicduk bekerjadisektor informal atau
Baghan marjinal sektor Formal (Muray
100 ) Mereka diidenti-fikasi olch Evers
{1991 ) sebagal “massa apung” petkotaan.

Somantri (19935) mengemukakan
Bihwen strukiur anatomis kota ini lebih
tept jika dikatakan scbhagail hamparan
Lamnpung ying mempunyai pusat-pusat
Wevarkhis. Dalam  kaitan  ini,
memodifikasi cara berfikir Christaller
(1968), terdapat pusat utama, beberapa
pusit sekunder, dan banyak pusat tersier.
Humparan kampung tersebut meluas di
sekitar pusat-pusat hierarkhis. Bentuk
anatomis kota seperti dikemukakan di
atns bertalian dengan aspek kontinuitas
pola perkembangan kota Jakarta setelah
hersentuhan dengan kapitalisme modern.
Hermula dari Benteng van Ray milik VOC
ditahun 1602, menjadi “Kota Inten”
ditahun 1921, kemudian, Batavia-
Wellevreeden ditahun 1800, Batavia abad
ke 20, hingea Jakarta abad ke-21 ini
diengan kawasan penyangga Botabek.
Fola ini dari dahulu hingga kini “mirip”,
vt kota berkembang melalui integrasi
Loty ptama dengan pusat-pusat baru di
sekitamya,  Kota Jakarta mempunyai
g hierarkhi pusat kota yang dapat
dibedakan secara jelas menurut derajat
importansi sosial, ekonomi, dan
kebudayaan. Kesimpulan analisisnya
menyatakan bahwa Jakarta mempunyai
sty pusat utama (kawasan Thamrin,
Monas, Senen, dan Sceitiga Emas
Sudirman-Gatot Subroto-Rasuna Said),
heberapa pusat sekunder (Kebayoran

Baru M, Grogol, Tanjung Priok, dan
sebagainya) dan bunyak pusat-pusat
tersicr. Secara empirik, hamparan
kampung di Jakarta terdapat di sekitar
pusat-pusat hierarkhis.

Bentuk anatomis kota seperti
dikemukukan i atas bertalian dengan
aspek kontinuitas pola perkembungan
kota Jakarta setelah bersentubhan dengan
kapitalisme modern, Bermula dari
Benteng van Ray milik YOO di tabun
1602, ia berkembang menjadi “Kota
Inten’ ditabun 1921 dengan luas sekitar
seratus hektar, dan Batavia lama,
Menyusul dengan dibangunnya Kanal
Mollenvliet vleh seorang kapilen
Tionghoa, Phoa Bing Ham, atas seijin
pemerintah kolonial Belanda, per-
kembangan kota meloas ke arab selatan.
Kanal tersebut menjadi sarana lalu-lintas
yang baik untuk menghubungkan

awasan kota dengan Tanah Abang. Ia
kemudian berkembang menjadi Batavia-
Welicvreeden ditabun 1800, Bataviaabad
ke-20, hingga Jakarta abad ke-21 ini
dengan kawasan penyangga Botabek
{Abeyasekere, 1989).

Apa yang ingin disampaikan di sim
adalah kesimpulan mengenai pola
perkembangan kota Jakarta dari sejak era
kolonial hingea modern kini. Pola ini
tampaknya “mirip” dan tidak banyak
herubah. Dalam kaitan ini, Jakaria
tumbuh secara historis melalui integras:
kota utama dengan pusat-pusat baru di
sekilarnya {city appendages), Di era
modern seperti didekade terakhir abad ke-
20 dan awal  tahun  2000-an,
perkembangan kota mengarah pada pola
integrasi tipikal dengan skala yang jauh
lebih luas dan besar, megapolitan Jakarta,
Kota Jakarla semakin sulit dilihat dalam
kerangka kako administrasi polink. Kota
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ini kini tumbuh melampaui batas-batas
administratif formal. Masalah sosial
perkotaan semakin sulit diatasi dalam
keranghka yang terbatas. .
2. Globalisasi dan Kemiskinan

di Jakarta

Sejak tahun 1970-an, Jakarta le:lah
terintegrasi pada sistern elonomi kapitalis
duniz. Mulai dekade tersebut kota Jakarta
berkembang pesat hingga saat ini.
Penduduk kota pada awal tahun 1970
berjumlah sekitar 4 jula orang. Jumnlah
ini berlipat menjadi sekitar 1 2 jutaditahun
3001, Sedangkan luas wilayah kota dalam
kurn waktu yang sama bertambah dart
sekitar 300 km?2 menjadi sekitar 700 km2.
Sementara itu, kepadatan penduduk pun
turut meningkat pesat. Catatan statistik
memperlihatkan bahwa kepadatan
penduduk Jakarta dewasa ini berada pada
kisaran di atas 12 ribu orang per km2,
Pertumbuhan kota di atas disumbang oleh
tiga hal, Pertama adalah jumlah migrasi
masuk. Kedua, adalah kelahiran alamiab.
Dan ketiga adalah ancksasi wilayah
pedesaan  menjadi bagian dari
administrasi-politik Jakarta,

Sektor ekonomi negara dapal
dianalisis pada tingkat lokal kota. Jika kita
simak data total penerimaan dan
pengeluaran kota Jakarta dari tahun 1979/
1980, 1990/1991, dan 200002001 tampak
suatu gambaran yang cukup menarik.
‘Total penerimaan dan pengeluaran kota
Jakarta meningkat dari tahun ke tahun,
meskipun terdapat gejala stagnasi selama
krisis ekonomi hingga tahun 2001 ini.
Sehagai contoh, pada tahun 1970/1980
total penerimaan dan pengeluaran
masing-masing mencapai 141 dan 126
miliar rupiah. Pada tahun 1990/1991, data
mengenai total penerimaan dan

pengeluaran diwakili oleh angka 898 dan
784 miliar rapiah.

Pada saat sebelum krisis 1997, total
penerimaan dan pengeluaran kota Jakarta
mencapal angka masing-masing 2.9 dan
2.8 triliun rupiah (BPS 1995 2000). Pada
tabun 2001 diwakili oleh angka yang,
sedikit lebih tinggi, meskipun kual
mengindikasikan gejala stagnast akihal
kelesuan dan  krisis  ekonomi
berkepanjangan. Dalam periode krisis,
stagnasi wital penerimaan terjadi sebaga
dampak dari beberapa faktor: Imeni pisny
dana alokasi dari pusat, berkurangnya
pemasukan dari sektor pajak, serta
melemahnyadinamika ekonomi.

Keadaan sekior ekonomi negara di
atas tampaknya dialami serupa olef sektor
swasta. Hal menarik untuk disimak
adalah dinamika ekonomi yang terjadi di
Jakarta sebagai implikasi dan integrasi
kota matropoelitan ini pada sistem
ckonomi global. Jakarta modern adalah
bagian dari jaringan kota-kota
internasional (lihat Smith dan Feagin
1993). Dinamika ekonomi yang bersifat
global di atas dapat dilihat pada beberupa
indikator. Salah satu indikator terpenting
acdalah invesiasi modal asing (lihat
Rueland 1996). Investasi asing di Jakarta
pada tahun pada kurun 1967 hingga 19749
mencapai jumlah 1,2 milyar dolar. Angka
ini betlipat pada kurun 1980 hingga 1988,
Angka ini meningkat tajam pada kurun
1989 hingga 1997. Nawun demikian,
investasi asing pada kurun 1998 hingga
lahun 2001 mengalami penurunan yang
signifikan,

Jakarta pada periode tahun 1997
2002 merupakan kota dengan Cirl yang
kontras. Kota ini disungkup krisis sejak
pertengahan tahun 1997, Kemudian
dinamika perkembangan kota mulii
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erdenyut kembali pada awal tabun
H00-an, i tengah pertumbuhan
shonoimi yang mulai bergairah ditahun
-, masalah sosial chi Takarta tetap
menfjadi agenda yang belum ter-
pecabikan, Dalam kaitan ini kita
memnhami masalah sosial perkotaan
Al kacamata yang umum, la dilihal
whapni fenomena yang dianggap oleh
fehnyakan  wiarga mengganggl
produktivitas qosial-ekonomi dan
kebudayaan dan perlu segera diatisi.
Sulal satu contoh masalah sosial yang
Klisik bagi kota Jakaria adalah kemiskinan
(el dari para penghuni-nya.
Mentirut data resmi, jumlah penduduk
pinkin di Jakarta mengalami naik-furun
pudda kurun 1997 hingga 2007, Bahkan
upubi i dilihat jauh ke belakang, kondisi
(lukiuatif tersebut dapat lebih jelas
terlihiat, Sebagai contoh, pada tahun 1987
ereatat jumlah penduduk Jakarta yang
hernda i bawah garis kemiskinan adalah
Jokitir 867 ribu orang (10,20 persen dani
totnl penduduk Jakarta). Pada tahun
1990, data mengenai jurmlah penduduk
iskin di kota Jakarta adalah 603. 300
g (7,79 persen). Menurut clata labun
(9493, jumlah penduduk miskin adalah
A0 100 jiwa (5,65 persen). Bahkan, tipa
tuhun kemudian (1996) angka ini
menarun tajam hingga kurang dari
weparuhnya, sebagai dampak dari
s nya program pernerintah pada masa
jersebut untuk mengentaskan penduduk
Jukarti dari kemiskinan (Pemerintah DKI
Tukarta 2002: VI-26).

Tumlah penduduk miskin di Jakarta
meningkat pada tabun 1999, yaitu
terpambar oleh angka sejumlah 379.600
(bwa, Data ini, menurut penjelasan
pemenintih, masuk akal apabila dikaitkan
dengan terjadinya krisis gkonomi

berkepanjangan dan faktor makro
ekonomi (inflasi inggi) dan sosial-politik
(kernsuhan) yang kurang menguniung-
kan. Menurut data pemerintah DKI
Jakarta pada tahun 2000 angka
ke ckinan di wilayahnya telah berkurang
meski dalam jumlah yang tidak terlalu
signifikan (340,667 jiwa).

Kita tampaknya perlu kritis terhadap
tampilan dataresmi di atas, Argumennya
adalah sebapai berikut. Pertama,
perspekal yang dipergun akan oleh
pemerintah DRI yang merujuk pada
patokan administeatif-formal cenderung
simplifikatif. Artiny a, jurnlah penduduk
miskin di wilayah Jakarta sccard
sosiologis bisa jauh lebih banyak di
bandingkan dengan jumlah secara
administratif-politik. Kedoa, patokan
yang dipergunakan u ntuk melihat
penduduk miskin secara kategorial kurang
tajam dan masuk akal. Sebhagai contoh,
penduduk miskin diindikasikan oleh luas
lantai hunizan kurang darn & m2 per anggota
rumah tangea, jenis lantai hunian sebagian
hesar tanah atau lainnya, dan seferusnyi.
Indikator di atas tampaknya kurang
mampu menyentuh datia esen sial dari
warga miskin baik di tataran objektf
manpun subjektif penduduk kota, Ketiga,
metoda identifikasi penduduk miskin lebih
banyak mengandalkan informasi formal
(kelurahan) yang secara metodologis
akurasinya diragukan. Bahkan data
Japangan seperti hasil survey yang
dikeluarkan badan statistik resmi masih
harus dilihat secara hati-hati karena belum
lentu data merepresentasikan populasi
{universum).

Statistik penduduk miskin di atas
bertolak  belakanpg  dengan laju
pertumbuhan ekonomi Jakarta. Estimasi
pendapitan perkapita kota memperlihat
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kan peningkatan dari sebesar USS 3019
menjadi UUS$ 4426 pada tahun 1998,
Kemakmuran dalam kacamata ekonomi
makro tersebut sebenarmya mengandung
banyak masalah, diantaranya masalah
disparitas sosial. Sejalan dengan
pertumbuhan ckonomi kota, rasio gini
mengalami peningkatan dari 0,29 pada
tahun 1984 menjadi 0,42 ditahun
L9098, (BPS: 1999)

3. Rakyatsebagai Tulang

Punggung Pembangunan Kota

Untuk memahami lebih jauh
mengenai masalah kemiskinan di Jakarta
serta upaya-upaya pengatasannya, ada
baiknya kita memahami secara lebih
dalam struktur ekonomi kota Jakarta.
Pada dasarnya, ekonomi perkotaan dapat
dibagi pada dua scktor. Pertama adalah
sektor ekonomi formal seperti diwakili
oleh penggambaran peran negara dan
swasta di atas. Sektor yang kedua
diperkenalkan oleh Evers bersama aliran
peneliti sosiologi pembangunan Bielefeld
di tahun 1981 dan 1991, atas dasar riset
panjang di kota-kota besar Asia Tenggara,
terutama Jakarta, sebagai shadow
econony (ekonomi bayangan). Sektor
ekonomi ini ibarat gunung es, hanya
kelihatan sedikit ¢i bagian puncak, narmun
sebenamya mempunyai surmbangan pada
struktur kehidupan ekonomi kota dalam
tingkat yang luar biasa (Pahl dan
Gershuny 1980; Roberts 1994). la
dibangun oleh tiga sub sektor penting:
informal, subsistensi (termasuk istri
bekerja di rumah tanpa digaji) dan
ekonomi “gelap” (sektor “kriminal” dan
kegiatan nndercover economy lainnya).

Untuk kasus kota Jakarta, ekonomi
bayangan mendapat arti yang sangal

menonjol disektor informal. Sektor
ekonomi ini di Jakarta telah muncul sejak
akhir abad ke-19 era Batavia. la muncul
terkait dengan perkembangan kapital-isme
yang terjudi di kota utama Hindia
Belanda, Mayoritas penduduk kota pada
saat itu, kontras dengan kota yang beracka
di bawah penguasaan kolonial Inggris,
bukanlah buruh industri namun pembantu
rumah tangga, buruh harian, pedagang
keliling, dan pegawai rendah pemerintih-
an (Murray 1991; likat Jelinek 1991), Pola
ini, secara dramatis, tampaknya berlanjut
pada cra pasca penjajahan, era peralihan
(Orde Baru) dan bahkan era akhir dari
pasca kolonial {pasca re formasi [998),

Menurut estimasi, lebih dari separuh
dari tenaga kerja di Jakarta terserap di
sekior informal. Mereka merupakan
pendatang yang menjadi penghuni kota
lengkap dengan sumbangan dan
dukungan penting secara ekonomi pada
kegiatan produksi di sektor formal dan
modern. Dalam kaitan ini, sekior informal
Jakarta dilihat sebagai bagian integral dari
sektor formal. Hal ini sekaligus merupakan
penjelasan mengapa warga Jakarta masih
dapat “bertahan” di tengah hempasan
badai krisis tahun 1997-1998 dan
kesulitan ekonomi tahun 1998-2001.
Tampaknva, di masa datang, sektor
ekonomi informal masih akan menjadi
“dewa” penolong bagi warga Jakarta di
tengah himpitan keleswan ekonomi formal
dan bayangan suram ekonomi makro.
Para praktisi kota dan pengambil
kebijakan perlu memberikan perhatian
pada pengembangan sektor ini dalam
kerangka agenda besar seperti penguatan
civil society.

Aspek penting lain untuk melihat
Jakarta di masa datang adalah sistem
pemilikan dan tata suna tanah. Tanah di
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kot Jukarta menjadi komoditas yang
lnngka dan diperebutkan diantara
helompok-kelompok strategis yang
terdapat <i kota (Leaf 1993, Evers dan
ortt 2000). Dalam kaitan ini, kita dapat
menyaksikan peranan dominan sekior
swiitn dan pemerintah versus masya-
tukat dalam persiingan penguasaan
iy, Data hasil riset di tahun 1992-1993
wencalat munculnya aneka sengketa
il yang melibatkan sektor swasta dan
|H'||||,'Li||l.:1i| di satu sisl. dengan wargs dh
sini lain. Pada kurun tahun-tahun
betikutnya, sengketa makin kerap terjadi
dun datandai oleh adanya kasus
praggusuran serta hadirnya catatan
pelangearan HAM yang serius, Di masa
diwting, Pemerintah DK Jakarta, prakusi
kutw, dan kalangan lainnya perlu
meninjukan komitmen pemerataan
kissejahteraan dengan keberpihakan yang
nyata pada kalangan papa.

Menurut data tahun 1983 hampir 60
persen tangh di Jakarta dipergunakan hagi
bungunan, Persawahan dan lahan
pertanian lain mencapai angka 20 persen.
Sedngkan lahan yang dipergunakan bagi
sitin jalan raya dan sungai mencapai
|} persen. Pada tahun 1995 dan 2001,
pngkn di atas semakin cenderung pada
Peni e yang perlama vaitu gedung
(LS 2001), Tampaknya pada tahun-
ihin mendatang, kondisi di aras tidak
wiengalami perubahan. Agenda yung petlu
diperhatikan pengambil kebijakan dan
piuk st kota di masa mendatang, ditengah
Wiisi tata guna lahan seperti di atas,
adidahy divtamakan pengadaan ruang
pililik (lapangan dan taman warga),
pembangunan sarana trans-portasi yang
iinah lingkungan dan efisien, serta
petliasan kawasan konservasi Kota
ferutama di ring pantai dan zona

pengembangan terbatas dari kawasan
kirld.

Hal yang tipikal dan melekat dari
struktur kota Jakarta adalah keberadaan
kampung atau permukiman warga
herpenghasilan rendah (Jelinek 1991;
Murray 1991). la mewakili struktur
permukiman “tradisional” yang kontras
dengan aspek modern dari kota Jukarta.
Kampung di Jakarta dapat dibedakan pada
tiga kalegori; kampung tua pusat kota,
kampung transisi, serta kampung
pinggiran kota (lihat Krausse 1975).
Jumlah warga Jakarta vang tinggal di
kimpung-kampung mencapai 7 persen
(Somantri 2001). Mercka merupakan
“rban floating-maxs” dari kota Takarta.
Banvak dinntara mereka terserap disekior
ekonomi informal seperti dibahas di atas.
Mercka mendukung produksi sektor
formal terutama pada hasis reproduksi
rumah tangga kelas menengah dan atas.

Tampaknya, jumlah dan signifikansi
darj sumbangan struktur kampuong pada
keota Jakarta pada masa mendatang masih
cukup penting. Hal penting untuk dicatat
ci sini, obesesi para praktisi kota dan
pengambil kebijakan untuk melakukan
penggusuran habis kampung merupakan
hal utopis. Fenomena kampung
fungsional bagi perkembangan kota
Jakarta ke depan. Pada tahun-tahun
berikutnya pengambil kebijakan perlu
melakukan langkah sebagai berikut,
Pertama, perlu pemberian hak dan status
tanah secara penuh kepada warga
kampung termasuk pemukim liar
sepanjang selaras dengan aspek
konservasi dan pengembangan ruang
publik utama. Kedua, pemberdayaan
sosinl ekonomi warga kampung agar dapat
berkiprah optimal dalam memperkuat
ekonomi Jakarta di era global. Pemberian
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akses sosial-politik kepada warga
kampung agar mercka dapat memberi
warna agenda politik yang produknya
bersifat mengikat mereka,

Aspek terakhir dan ckonomi politik
modern Jakarta adalah masalah
kekuasaan, kebijakan dan administrasi
kota. Sejak tahun 1964 Jakarta
mempunyai status administrasi setara
dengan propinsi (lihat McGee 1991,
Millone 1969). Karena kedudukan
sebagai Ibu Kota Negara, kebijakan dari
pemerintah kota Jakarta scjak 1904
hingga kini, seringkali mencerminkan
perpanjangan dari keinginan pemerintah
nasional (lihat Abevasekere 1989).
Seringkali gubernur DKI Jakarta dipilih
diantara orang yang mempunyai
keterkailan dengan elit pemerintah pusat,
Sementara itu ketergantungan DKI
Jakarta serta campur tangan pemerintih
pusat cukup besar, Sebagai contoh,
langkah penggusuran kampung seringkali
dilakukan sebagai respon atas keinginan
yang kurang cerdas dari pemerintah pusat
yang ingin menjadikan Thu Kota sebagai
tempat yang “indah”™, “bersih™, duan
“modern”. Hal ini sering mengundang
resistensi dan protes sosial, bahkan
apabila di masa datang tidak disikapi
dengan tepat dapat lahir gerakan sosial
berbasis komunitas yang kontraproduktit
(lihat Walton 1993),

4. Peranan Pemerintah
Karakteristik warga dan struktur
anatomis kota Jakarta di  atas,
mengarahkan kita pada kesimpulan
snsiologis bahwa Jakarta modern adalah
kota orang “miskin”. Tampaknya hal ini
merupakan pijakan vang perlu
diperhatikan  dalam membangun
masvarakat Jakarta masa datang.

Sebagaimana dipahami secara luas,
secara Konvensional aktor pembangun
kota meliputi tiga domain: negara (local
state), sektor swasta dan masyarakat,
Peranan negara kini mengalami
perubahan, meminjam istilah Urry (1999)
dari gardening (developmentalist)
menjadi pamekeeper (fasilitatif),
Sementara it sektor swasta menjadi
“hunter” yang mempunyai kebebasan
bergerak di dalam dan lintas arca, berkat
regulasi yang lebih optimal. Dan sektor
masyarakat menjadi aktor yang berperan
pada basis rumah tangga (howsehold) dan
komunitas. Mereka mempunyai
kontribusi signifikan pada kehidupan
ekonomi kota,

Pemerintah daerah mempunyai
keterbatasan yang nyata dalam banyak
hal termasuk sumber daya manusia,
finansial, dan informasi yang akurat
mengenal mekanisme kongkrit kehidupan
dan kebutuhan warganya, Warga
“miskin”, tidaklah mungkin “disejahtera-
kan” oleh program-program pemerintah
yang berfokus pada indikator ewtpur
ckonomi dan pembagian sumber daya
finansial. Mereka membutuhkan
sentuban yang berbeda, yaitu yang
menempatkan mereka sebagai fokus
utami, Langkah pembangunan sosial pun
dapat ditempuh dengan pendekatan
empatis, people centred social
development, sehingga partisipasi dan
sinergi daya masyarakat dapat diciptakan.
Dalam wacana ini diskusi mengenai
pengembangan kapital rnanusia dan sosial
menjadi sentral.

Perlu dicatat di sini, terdapat
beberapa hal yang periu diperhatikan
sejalan dengan semangat di atas, Pertama,
penggunaan kekuasaan dalam setiap
implementasi pembangunan sosial

Turnal Incustri dan Perkotaan Volume X Nomor | 7/Febroari 2006 | (il



iermpsnk perencanaan, sepatutnya
disoninlinnsikan terlebih dahulu, Kedua,
pemunculan  lembaga baru, jika
diperlukan dalam rangka optimalisasi
shinerget, akan lebih bermanfaat jika
ditenmpul melalul mekanisme “hottom
updemokiatis, Ketiga, proses belajur
s ynrakat dalam “lembaga baru™
peinelant bersilat kontekstual-alamiah,
Selwn ketiea bal di atas, kami mencatal
sl likansi pemantaatan teknologi yang
Berpibing lokal serta dipadukan dengan
pengetahuan “akademis™. Proses
pemaduan ini sangat tergantung pada
Lioprawman “manajer kota™ berlindak
(LR

8. Menimbang Sirategi Pemnberdayaan

Musyarakat Jakarta

Dhulam upayva mengatasi masalah
potlusan kemniskinan masyarakat Jakarta
iyn  mengubahnya jadi berdaya
dhiperlukan beberapa perubahan yang
benilut paragdimatik maupun praktis.
Diperlukan pergeseran cara pandang
bonvensional ke arah yang mengakar
dengun perkembangan [ilosofis dan
fissritis baro dalam rangka pemberdiayaan
iadyvarakat Jakarta, Program-program
pengentasan kemiskinan seperti JPS,
PR, PDM-KE menurut banvak
siber di lapangan mempunyai manfaat
yung minimal. Program tersebut
soiingkali menjadi simbolis dan politis,
thiluk secara signifikan bertalian dengan
pengentasan kemiskinan, akibat salah
sinaran dan keliro di tataran horison
Hlcmolis dan teoritis.

Mengumbil salah satu contoh strateg
pemberdayaan masyarakat JPS, kita
dupat menelisik kelemahan-
belemahannya sekalipun program
uemseam ini memiliki tojuan yang baik

Program yang dikembangkin terutami di
miasa krisis ini mengacu pada kehidupan
masyarakat yang penuh ketidakpastian,
rawan, mempunyai kohesi yang rapuh,
serta lemahnya peranan negara. Indikasi
dari Tahirnya krisis sosial dapat disimak
seperti semakin menyedibkannya kualias
anak didik, maraknya fenomena anak
jalanan, rawan pangan yang merebak di
perkotaan, tingkat kriminalitas yang
meningkat secara dramatis, penafikan
hukum, pelanggaran hak asasi kerap
terjadi, lemahnya moral birokrasi, serta
bungkitnya visi komunalisme yang semipit
dan destruktif,

Sebagaimana dikenal luas, salah satu
langkah kongkrit vyang
pemerintah, untuk mengurang intensitas
maupun dampak krisis sosial bagi
kalanzan miskin adalah program laring
Pengaman Sosial (secial savety net
program). Program ini telah dilaksanakan
dalam bentk lain jauh sebelum krisis
melanda.  Program pengentasan
kemiskinan Orde Barw, lengkap dengan
segala kekurangannya, dapat dilihat
sebagai bagian dari hal ini. Sedangkan
penerapan pada masa krisis semakin
banyak didukung oleh dana pinjaman dari
Bank Dunia. Distribusi dana telah banyak
dilakukan meskipun dinilai masih lambal.
Kelambitan ini diskibatkan tidak adanya
infrasiruktur sistem distribusi yvang
komunikatif terhadap pola kehidupan
sosial masyarakat sasaran program,.
Selama penerapan yang telah dilakukan,
evaluasi menunjukkan bahwa efekuivitas
program ini schagai salah sat langkah
mengatasi krisis sosial adalah relatif
rendah.

Program ini secara idealisik sangat
baik, vaitu menolong lapizan masyarikat
vang berada dalum kondisi “ermergensi™,

dhiambil
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schingga mereka dapat bangkit dan pada
gilirannya membawa dampak pada daya
tahan serta perbaikan ekonomi secara
keseluruhan, Namun sayangnya titik bert
implementasi program lehih bersifat
Jangka pendek, “delivery”, dan sekali beri.
Implementasi semacam ini terbukti
merupakan salah satu major culpries dari
kegagalan JPS selama ini di tanah air kita,
Frogram ini akhirnya bersifat tidak
mendidik, mengajarkan keter-eantungan,
dan menebar bibit baru penyalahgunaan
uang rakyat (lihat Rubin dan Rubin 1992).
Faktor kegagalan lain terletak pada
pelaksanaan program yang mengandalkan
birokrasi yang ditandai struktur yang
rentan penyelewengan dan korupsi.
Transparansi alokasi program dan
pertanggungjawaban sulit diharapkan
dalam mekanisme kronis seperti saat ini.

Bahkan secara politik, praktek
program ini mengundang kecurigaan
sementara masyarakat bahwa peme-
rintah mempergunakannya sebagai
instrumen “money politics”, Dana JPS
diperoleh dari pinjaman luar negeri,
berarti vang rakyat yang diperoleh dari
berhutang. Jadi dana ini bukan milik
pemerintah (rezim) atau partai politik vang
berkuasa. namun milik negara atau
seluruh rakyat yang harus dipergunakan
secara bertanggung jawab.

Faktor lain yang melemahkan aksi
IPS di lapangan selama ini, terkait juga
dengan aspek tidak jelasnya tataran
intervensi, Pemerintah hanya membagi
sasaran berdasarkan sckior seperi
pendidikan, kesehatan, pertanian,
ketenagakerjaan dan sebagainya.
Padahal, yang paling penting diperhatikan
adalah tataran mikro intervensi seperti
dilakukan ditingkat komunitas,

Kalau pun ada disadari pentingnya

tataran ini, pemahaman diwarnai
penyamarataan struktur sosial setempat
seperti keberadaan elit lokal yanp
potensial dalam rangka pemberdayaan
masyarakat. Selanjutnya, pemahaman
semacam imi menatikan pula struktur dan
organisusi sosial Iokal yang sebenarmya
merupakan “entry point” yvang efektif
untuk mengatasi persoalan mikro secara
berkesinambungan seperti upaya
mengatasi keisis sosial di atas,

Menilik beberapa kekeliruan seperti
digambarkan di atas, program JPS yang
secara ritl ditopang dana pinjaman luar
negeri yang cukup besar, implementasi-
nya harus mendapal koreksi lotal di
tingkat falsafah siralegi maupun
implementasi. Falsafah dari JPS adalah
pemberdayaan sosial {secial
empowerment), Jadi program inj
sebaiknya bersifat mendidik untuk
mampu mengatasi permasalahan dengan
mengerahkan potensi sendiri. Jadi
program bersifat berkelanjutan, dana
yving diberikan bemuansa dampingan, dan
ditumbuhkan perilaku kolektif ditingka
mikro yang mencerminkan nilai rukun,
perduli, mandiri dan produktif dari ide
dasar JPS yang semestinya berorientasi
pada agenda lebih luas seperti
pemberdayaan, demokratisasi. dan
penegakkan hak asasi dalam keranghs
pembangunan civil sociery. Dalam
konteks ini civil society dipahami sebagai
“a social sphere of freedom, voluntary
assoctation, and plurality aof humean
refationships, identities, differcnces, and
valiwes as contrsted with the coercive
political power of state and government
iLihat Payne 1998),

Pemberdayaan masyarakat dengan
demikian memerlukan pencarian model
yang kontekstual dan konseptual sehingga
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il diterapkan  pada  tingkat
ponerialisasi  tertentu.  Strategi
pennberdinyian yang capat diajukan untuk
mbangun pengaman sosial adalah
[enporgamsasian dan pengembangan
sy urakat (community organization
wiel community  development),
Minyarakat seyogyunya dirangsang untuk
membangun komunitas  dengan
fen porganisasikan diri sehingea potensi
v keeil bisa menjadi besar apabila
borkumpul dalam suatu wadah organisasi
sttt faringan antar organisasi pun
difumbubkan agar terjadi penyebarluasan
bermamuan. Akan lebih besar lagi potensi
yiung terhimpun apabila focal elite
dilibatkan, Dalam soatu komunitas, tidak
st orang miskin atao bodoh. Para elit
tiluh yang merupakan minoritas penting
ving jika dirangsang untuk berkiprah
dipat menjadi sumber daya tak ternilai
b lingkungannya. Sedangkan, peran
premerintah perlu pula diposisikan dalam
Fentuk memtasilitasi kegiatan seperti dana
diumpingan jika diperlukan dan
menyebarluaskan ide-ide progresif
piemberdayaan. Fasilitator lain dapat
dimbil dari kalangan universitas dan
L5M

Penanganan kemiskinan melalui
pemberdayaan masyarakat harus
iclibatkan organisasi akar nomput (grasy
s evgarnization) ditingkat komunitas,
avcara sederhana, komunitas dapat dibagpi
di, yaitu komunitas kepentingan
Lommmuenity of interest) dan komunitas
spasial (sparial community), Tampaknya
ving paling praktis untok identifikasi
komunitas adalah yang disebutkan
terakhir. Misalnya secara administratif-
politik, komunitas spasial di Indonesia
mnalog dengan RW. Narun demikian,
mitervensi dapat dilakukan dengan

memperhatikan kedua bentuk komunitas
di atas misalnya revitalisasi fungsi dan
organizasi sosial ditingkat RW, sebagai
contoh majelis taklim. pengajian, arisan,
dan sebagainya, Organisasi semacam ini
bersifat mengakar, solid, voluntir, dan
sangat hirau dengan persoalan setempat
(local issues) seperti pengangguran,
konflik internal dan eksternal, kekurangan
pangan dan sebagainya, Sebaga contoh,
dalam majelis taklim basanya terdapat
seksi sosial yang dapat ditingkatkan
peranannya dalam rangka memerangi
kemiskinan dan dampaknya di lingkungan
terdekat. Misalnya, dana JPS
didistribusikan kepada kelompok ini yang
besarnya sesuai dengan dana dasar
setempal. Sistem mathching fund im
membutuhkan kehadiran fasilitator
sepertl dikemukakan di atas yang
ditemnpatkan sekurang-kurangnya satu per
kelurahan. Peranan LSM dan universitas
dituntur pula dalam hal pengembangan
sistem, distribusi dan pengawasan
sehingga program pemberdayaan dapat
menjadi  program  yang  dapat
dipertangpung jawabkan,

Peranan pemerintah daerab dalam
pembangunan masyarakat seyopyanya
hergeser ke bentuk yang lebih fasilitatif,
Namun demikian, pergeseran ini masih
memungkinkan pemerintah daerah untuk
mengembangkan secary optimal program
pembangunan sosial. Berbicara mengenai
pembangunan sosial di perkotaan, sulah
satw hal yang perlu ditempuh adalah
memilih strategi pembangunan yang
melihat *masyarakat” sebagai lokus
utama. Dengan demikian, program
pembangunan sosial akan dijalankan
dalam pijakan potensi lokal. Strategi ini
mencakupl tehnik vang cermat dalam
pemanfaatan pengetahuan/ieknologi
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lokal, organisasi akar rumput, dan
sebagainya. Namun demikian, langkah ini
perlu dibarengi dengan kebijakan
ckonomi  politik, agar langkah
pemberdayaan  lebih  produktif.
Pemerintah dapat menjalankan fungsi
mediasi dengan mengidentifikasi
kelompok masyarakat berikul potensi
vang ada, termasuk kegiatan pencarian
nafkah yang berada diluar jalur pelaporan
statistik resmi {misalnya sektor informal
dan subsistensi). Program-program yang
dilancarkan haros berdasarkan situasi,
kebutuhan, dan kemampuan setempat,
Termasuk dalam penggunaan teknologi
lokal yang diperbaiki sehingga mampu
melahirkan revitalisasi kegiatan yang
sudah nyata ada. Jadi, kemiskinan barm
dapat dientaskan oleh orang miskin
sendirl, Melalui fasilitasi pemerintah kota
Jakartu lengkap dengan manajer, lembaga,
dan kebijakan.

Perlu menggeser cara pandang
konvensional ke arah vang mengakar
dengan perkembangan filosolis dun
teoritis bam dalam rangka pemberdayaan
masyarakat. Di tengah mobilitas global
vang semakin “diverse”, peranan negara
sukar diletakan pada wujud “eardening”.
developmentalis, serta dominan. la perlo
bergeser ke arah “pame-keeper”,
fasilitatif, serta terbatas. Negara, termasuk
ditingkat lekal, berperan dalam
pemberdayaan di tataran regulasi dan
atmoshir yang kondusif bagi masyarakal
untuk bernafas menurut ritrnenya sendin.

Mamun terdapat transisi vang perlu
diteraras. Pada cra ini pembangunan
masyarakat perlu diprioritaskan pada tiga
dimnensi trangulir: 1) pengaluan atas hak
tanah dan tempat tinggal warga; 2)
pemberdayaan ekonomi rumah tangga
din komunitas; dan 3) kanalizasi politk

warga. Jika sukses menjalankan tiga
strategi di atas, ritme nafas masyarakat
akan produkaf dalam ruang negara yang
nyamar.

Kesimpulan

Beberapa catatan penting yang perlu
dikemukakan di sini diantaranya adalah
perlunya pendekatan pemberdayaan
masyarakat vang mengakar, kontekswal
serta melibatkan masyarakal akar mmput
(grassrood). Sementara itu, peranan
pemerintah daerah dalam pembangunan
masyarakai kota seyogyanya hergeser ke
bentuk vang lebih fasilitatif. Namun
demikian, pergeseran ini masih
menungkinkan pemerintah dasrah untuk
mengembangkan secara oplimal program
pembangunan sosial.

Salah satu hal yang perlu ditempuh
adalah memilih strategi pembangunan
yang melihat “masyarakat” sehagai fokus
utama, Dengan demikian, program
pembangunan sosial akan dijalankan
dalam pijakan potensi lokal. Strateg ini
mencikupi tehnik yvang cermat dalam
pemanfaatan pengetahuand/teknologi
lokal, organisasi akar rumput, dan
sechagainya,

Tidak kalah pentingnya dengan
strategi  tersebut, pemberdayaan
masyarakat perkotaan khususnya Jakarla
memerlukan suatu pendekatan ekonomi
politik. sudah sepalutnya
dipertimbangkan strategi pemberdayvaan
untuk jangka panjang berupa pembukaan
ruang gerak dan keleluasaan warga
miskin di Jakarta. Tiga dimensi kebijakan
perlu diperhitungkan dalam konteks ini,
yaitu diakuinya hak pemilikan tanah dan
termpat tinggal, pemberdayaan ckonom
rumah tangea dan komunitas, serta
kanalisasi politik warga miskindi Jakart),
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